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BAB IV
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

A. Konsep Ideologi
Ideologi dapat diartikan paham, teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial

politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 517). Komponen penting dalam sebuah

ideologi yaitu system, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Menurut

Sastrapratedja (2001: 43): ”Ideologi adalah seperangkat gagasan/ pemikiran yang

berorientasi padatindakandandiorganisirmenjadisuatu sistem yangteratur”. Mubyarto (1991:

239):”Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok

masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan)
untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu”.

Macam-macam ideologi yang dianut oleh negara-negara di dunia

1. Marxisme-Leninisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi
sejarah yang didasarkan pada dua prinsip; pertama, penentu akhir dari perubahan sosial
adalah perubahan dari cara produksi; kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis.

2. Liberalisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan
individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu.

3. Sosialisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan
masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang
dikenal dengan kosep welfare state.

4. Kapitalisme; suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk
menguasai sistem pereknomian dengan kemampuan modal yang ia miliki
(Sastrapratedja, 2001: 50 — 69).

Berdasarkan pemahaman di atas,dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan
seperangkat system yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. setiap system keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang
panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan
pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya berbagai
komponen budaya yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan
organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, system mata
pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sebagaimana diungkapkan
Koentjaraningrat dalam buku Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (2004: 2),
memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Perlu diketahui
bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal
dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih
mudah melaksanakannya. para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi
dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada
mereka.

Perlu diketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber bagi suatu Ideologi. Di saat
ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni
sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Apabila
suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang
berlaku di negara tersebut berasal dari doktrin agama tertentu. Demikian pula halnya,
dengan pemimpin negara teokrasi pada umumnya adalah pemimpin agama. Dalam
rumusan bahasa yang sederhana, dapat diberikan rumusan tentang negara teokrasi sebagai
berikut. NT = HA + PA (Negara Teokrasi = Hukum Agama + Pemimpin Agama). Pada
zaman dahulu, banyak negara yang bercorak teokrasi, seperti kerajaan-kerajaan di Cina,
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Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan. Dewasa ini, bentuk negara teokrasi masih
menyisakan beberapa negara di antaranya ialah negara Vatikan.

1.

2.

ok~

B.

Beberapa fungsi ideologi adalah sebagai berikut:

Struktur kognitif; keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk
memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadiankejadian di lingkungan sekitarnya.
Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta
menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.

Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah
dan bertindak.

Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya

Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan
kegiatan dan mencapai tujuan.

Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta
memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma Yyang
terkandung di dalamnya (Soerjanto, 1991: 48).

Pancasila sebagai Ideologi Negara
Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan, yang paling

dominan adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara
masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia
menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan
beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastrapratedja menengarai
beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut:

a.

b.

C.

Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal
balik.

Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok
dengan pluralisme etnis dan religius.

Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerjasama dan
bersaing sehingga tidak ada satu pun ideologi yang dominan.

. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural

dan heterogen.

Nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang
dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda (Sastrapratedja, 2001:
26--27).

Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri fase-fase

perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Adapun
fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut:

1.

2.

Fase embrio; berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan
munculnya komunitas nasional dan runtuhnya system transnasional Abad Tengah.
Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan
negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep
kewarganegaraan.

Fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai
dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian
nasional, mulai masuknya negara-negara non- Eropa ke dalam masyarakat
internasional.

Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang
ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis, seperti kapitalisme,
sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran
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tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB).

5. Fase ketidakpastian; berlangsung dari 1960--1990 ditandai dengan munculnya gagasan
dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak
kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang
semakin canggih.

6. Fase kebudayaan global; fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan
Uni Soviet (runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara), berakhirnya perang
dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi (Sastrapratedja, 2001: 49 — 50).

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila
menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian
ini, perlu diidentifikasikan unsur unsur dalam kebudayaan global yang mempengaruhi
ideologi Pancasila antara lain:

1. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan
dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong
royong dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. c. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem
perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu
dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif.

Selain menghadapi tantangan dari ideologi ideologi besar dunia, ideologi Pancasila
juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari
norma-norma masyarakat umum seperti terorisme dan narkoba. Aksi terorisme melalui
bom bunuh diri menebarkan ancaman yang bisa membuat warga takut, cemas, menganggu
keamanan negara dan masyarakat. Selain itu investor juga enggan menanamkan
investasinya di Indonesia. Hal ini bisa mengganggu perekonomian nasional. Sedangkan
unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak muda
dapat merusak masa depan generasi muda. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, perdagangan dan peredaran narkoba di
Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada
nilai-nilai Pancasila. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang juga merugikan system
perekonomian negara Indonesia karena peredaran illegal tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pancasila sebagai Ideologi memberikan sebagai keseluruhanan pandangan cita-
cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyatan hidup yang kongkrit.
Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, diantaranya menentukan bahwa ‘“Pancasila
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar negara
dari negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam
kehidupan bernegara” Dalam catatan Risalah /Penjelasan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Ketetapan ini disebutkan”’Bahwa dasar Negara yang dimaksud dalam
Ketetapan ini di dalamnya mengandung makna ideology nasional sebagai cita- cita dan
tujuan Negara.”. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi seluruh bangsa Indonesia.
Pelaksanaan Pancasila dilakukan tidak hanya oleh setiap warga negara tetapi juga
penyelenggara negara, agar tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Bagi
penyelenggara negara pelaksanaan ideologi Pancasila dilakukan melalui orientasi
kehidupan konstitusionalnya artinya Pancasila dijabarkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan. Menurut (Magnis Suseno, 2011: 118-121).
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Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci
penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga aparatur negara
juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara
konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanakan ideologi Pancasila bagi
penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya,
ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada
beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan
konstitusional:

1. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya adanya
kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia, tanpa diskriminasi
sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau
menyeragamkan masyarakatmenurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme
adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti
bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka.

2. Aktualisasi lima sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan
bernegara sebagai berikut:

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar
agama dan negara menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi
keagamaan.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi operasional dalam jaminan
pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur
keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara.

c. SilaPersatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak
dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi
dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan
tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa
Indonesia.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib
disukseskan.

e. SilaKeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan
dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok kelompok lemah perlu dihapus
dari bumi Indonesia. (Magnis Suseno, 2011: 118-121)

Meskipun Pancasila tergolong ideologi yang masih baru dibanding ideologi
ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan fasisme, namun ideologi Pancasila
mampu bertahan dan eksis sampai sekarang. Hal ini karena Pancasila disusun oleh para
pendiri bangsa yang mengambil tata nilai yang berkembang dimasyarakat yang berbeda
suku , agama, dan golongan, sehingga Pancasila menjadi wadah keberagaman Indonesia.
Dengan demikian Pancasila memberikan tempat dan memberikan perlindungan serta rasa
aman bagi keberagaman tersebut. Selain itu Pancasila bersifat dinamis, senantiasa
berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan dan kepentingan masyarakat, bangsa
dan negara. Karena itulah Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Dalam ideologi
terbuka terdapat cita cita dan nilai-nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, namun
tidak langsung bersifat operasional, karena itu harus selalu digali secara kritis dan rasional
untuk mewujudkannya. Tiga dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Joko
Siswanto (2015: 49-53) adalah
1. Dimensi Realitas

Ideologi tersebut mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam
dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini
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mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan
bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan
dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan
bermasyarakat

maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.

Dimensi idealism

Ideologi tersebut menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai
dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan
harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita.

Dimensi Fleksibilitas

Ideologi tersebut mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat
untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang
terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka
karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan
merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru,
tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya (Alfian, 1991:192 — 195).

Pancasila sebagai ideologi negara harus dibudayakan, menjiwai, memberi arah

tuntunan dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan berbangsa, dan
bernegara, sehingga Pancasila bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan nyata. peran
ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus
hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila
sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.

Ideologi negara sebagai penuntun warga negara,

Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral.
Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan
bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu,
diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif,
imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang
memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya.

. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila

Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak
melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi
manusia, dan semangat persatuan.

Pancasila sebagai suatu ideologi bersifat terbuka dan dinamis, yang berarti tidak

menutup diri terhadap perubahan yang terjadi dan mengikuti perkembangan zaman tanpa
mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi
terbuka memiliki tiga ciri-ciri, yaitu:

a.

b.

C.

Nilai-niai dan cita-cita yang hendak dicapai berasal dari kekayaan budaya masyarakat
itu sendiri.

Dasar yang dibentuk bukan merupakan keyakinan ideologis suatu kelompok tertentu
melainkan hasil musyawarah mufakat.

Pancasila tidak dapat dioperasionalkan secara langsung, melainkan diperlukan
penjabaran yang lebih dalam.
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Pancasila sebagai ideologiNegara Indonesia telah memenuhi unsur-unsur yang

terkandung dalam sebuah ideologi, yaitu:

a.

C.

1.

Keyakinan hidup

Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang kemudian dijadikan sebagai pokok
keyakinan hidupnya.

Tujuan hidup

Tujuan yang ingin dicapai oleh segenap rakyat Indonesia adalah terwujudnya keadilan
sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia

Cara yang dipilih

Untuk menyelesaikan masalah yang ada, digunakan system demokrasi dan musyawarah
mufakat.

Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara

Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara
Pada bagian ini, akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para

penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia:

a.

Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu
bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato
politiknya dalam kurun waktu 1945-1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu,
pada kurun waktu 1960--1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom
(Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai landasan politik bagi bangsa
Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal
bagi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan
keluarnya TAP MPR No. 11/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP
MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua lapisan
masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi
kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru (mono tafsir
ideologi) yang berkuasa pada waktu itu.

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie

Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998,
atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Pada masa sekarang
ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan
masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang
bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan
Keppres No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979 tentang
Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (BP-7). Sebenarnya, dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuk
lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan
mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada.

Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahnman Wabhid
Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahnman Wahid muncul wacana tentang
penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan
ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat
sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah.
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e.

2.

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati

Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan
disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 vyang tidak
mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah
Dasar sampai perguruan tinggi.

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)

Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode dapat dikatakan juga tidak
terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat
dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang
untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
sebagaimana diamanatkan oleh Keppres No. 27 tahun 1999. Suasana politik lebih
banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau
meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya,
Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah
wajib pada pasal 35 ayat (3).

Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara
Pada bagian ini, akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam

kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi
negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.

3.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama
masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap
adanya kekuatan gaib.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal saling
menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.
Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan,
rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat
musyawarah dalam mengambil keputusan.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka
menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan.

Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara
Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-

hal sebagai berikut:

a.

b.

C.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi
antarumat beragama.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab diwujudkan penghargaan terhadap
pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan
negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan
musyawarah daripada voting.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak
menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) untuk memperkaya diri atau kelompok
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karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya
korupsi.

D. Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia
memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila
sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno; sebagaimana
diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan
memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan
Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi
Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam
konsep Nasakom.

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan
pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR No. 11/1978 tentang pemasayarakatan
P-4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua
organisasi politik (Orpol) dan organisasi masyarakat (Ormas).

Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut
dengan ditandai beberapa hal, seperti: enggannya para penyelenggara negara mewacanakan
tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional,
meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya
Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

Pancasila sebagai ideologi negara banyak menghadapi tantangan baik dari ideologi-
ideologi dunia maupun permasalahan sikap perilaku kehidupan yang tidak sesuai dengan
norma-norma masyarakat Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pancasila sebagai
ideologi negara adalah faktor external dan internal.

Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah :

1. Dengan berakhirnya era uni Soviet maka Amerika menjadi satu-satunya negara super
power. Amerika sampai sekarang masih menjadi negara yang berpengaruh dalam
tingkat pergaulan dunia.

2. Di era keterbukaan informasi pengaruh kebudayaan global semakin menguat ditandai
dengan masuknya ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paham
liberalism yang mendukung prinsip kebebasan dan kesetaraan menyuburkan
berkembangnya sikap materialistik, pragmatik, konsumeristik dan hedonistik yang
bertentangan dengan Pancasila.

3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan
teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif.
Dampak konkritnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan.

Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada
kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan.

b. Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan
masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi
menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik (parpol) juga berdampak
terhadap ideologi negara. Hal ini dapat diketehui banyaknya Kepala daerah yang
tertangkap karena korupsi. Menurut KPK dalam berita (www.merdeka.com) sejak
tahun 2004 sampai 2018 sudah 104 Kepala Daerah yang tersandung Korupsi. Kepala
Daerah yang terpilih adalah anggota partai politik atau bukan anggota parpol tapi
didukung oleh partai politik untuk maju menjadi kepala daerah.
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Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara bukan hanya terletak pada aspek legal
formal, melainkanjuga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri.
Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. ldeologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara
harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di
kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari
kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas,
baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke
dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal
bagi pelanggarnya.

b. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-
sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan
kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak
asasi manusia, dan semangat persatuan.

Dewasa ini revolusi Indonesia memasuki fase revolusi 4.0 Sejarah revolusi dimulai
dari 1.0, 2.0, 3.0, hingga 4.0. Fase merupakan real change dari perubahan yang ada. 1.0
ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektifitas dan efisiensi aktivitas
manusia, 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu, 3.0 ditandai dengan
penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. 4.0
selanjutnya hadir menggantikan 3.0 yang ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi
manufaktur (Hermann et al, 2015; Irianto, 2017).

Istilah 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman
untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Emanuel Dimitrios Hatzakis, dalam
artikelnya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution, menyatakan bahwa salah satu
ciri dari era revolusi industri keempat adalah semakin banyaknya perkembangan teknologi
dalam kehidupan kita (Hatzakis, 2016). Fenomena ini sekarang sudah semakin terlihat
dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang jika kita berbicara konsep revolusi industri,
maka konteks yang digunakan adalah konteks industri, mencakup produksi, bisnis, pasar,
dan lain sebagainya.

Tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0
ialah :

1. Membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0. dengan cara, meningkatkan
pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan
sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara Negara serta menjadikan
Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0,

2. Penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan
meningkatkan Sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila,

3. Mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia. Tantangan
yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri
4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas
dari Handphone dan Gadjet. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi
dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila. Namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan
perkembangan informasi serta llmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi
media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Guru dan
dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran
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pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran, seperti membuat game serta film
animasi yang mangajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk
karakter peserta didik.



